SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah serta adanya beberapa
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor
7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1967);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan Ke Kota Kajen Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor
3381);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan
Negara dan Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah
Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4073);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata

Cara Penjualan Rumah Negeri;
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21. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang
Peraturan/Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81
Tahun 1982 tentang Perubahan Keputusan Presiden
Nomor 134 Tahun 1974 tentang Peraturan/Penetapan
Status Rumah Negeri;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dearah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 7
TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 35 dan angka 36
disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 35a dan angka 36
diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
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10.

11.

12.

13.

14.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Bupati adalah Bupati Pekalongan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pekalongan.
Sekretaris Daerah  adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Pekalongan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku Pengguna
Anggaran/Barang.

Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa
pengguna barang, seperti bagian pada Sekretariat
Daerah dalam Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.
Barang milik daerah adalah barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas
untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan
barang.

Pengurus adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus barang milik daerah dalam proses
pemakaian yang ada di setiap SKPD/Unit Kerja.
Pembantu pengurus barang milik daerah adalah
pegawai yang ditunjuk atau diserahi tugas untuk
membantu pengurus barang yang berada diluar
wewenang penyimpan barang yang berada diluar
wewenang penyimpan barang dan ~membantu
melakukan pengurusan, penyelenggaraan,
pengaturan, pencatatan dan pendaftaran barang-
barang inventaris di lingkungan unit kerja.
Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian dan
tindakan terhadap barang daerah yang meliputi

perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan barang milik daerah untuk
menghubungakan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan
yang akan datang.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan
pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
Penerimaan adalah serah terima barang dari pihak
ketiga kepada pengguna barang sebagai proses dari
tindak lanjut pengadaan yang dilengkapi dengan
dokumen pengadaan dan berita acara.
Penyimpanan adalah kegiatan yang dilaksanakan
dalam rangka pengurusan, penyelenggaraan dan
pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ruang
penyimpan.
Penyaluran adalah kegiatan untuk
menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari
gudang ke unit kerja pemakai.
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang
dilakukan agar semua barang milik daerah selalu
dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara
berdaya guna dan berhasil guna.
Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian
dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk
fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan
menatausahakan barang milik daerah yang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama
pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna
serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan
menerima imbalan uang tunai.
Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
dan atar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu
tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka
waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
pengelola.
Kerjsama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang
milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan
daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber
pembiayaan lainnya.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik
daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana Dberikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik
daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak Ilain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
Penghapusan adalah tindakan menghapus barang
milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan
surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna
barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau
pengelola barang dari tanggung jawab administrasi
dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan
barang milik daerah sebagai tindaklanjut dari
penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan,
dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah
Daerah.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah kepada pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentuk uang.

Tukar-menukar Barang Milik Daerah/tukar guling
adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah
yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan
yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan
Pemerintah Pusat atau antara Pemerintah Daerah
dengan pihak lain, dengan menerima penggantian
dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan
nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat antar
Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah

kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
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33.

34.

35.

35a.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah
pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) atau badan hukum lainya.
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan
barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Inventarisasi adalah kegiatan wuntuk melakukan
pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan
barang milik daerah.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya
terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh
penilai untuk meberikan suatu opini nilai atas suatu
obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka
pengelolaan barang milik Negara/Daerah.

Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat
dengan DBP, adalah daftar yang memuat data barang
yang digunakan oleh masing-masing pengguna
barang.

Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya
disingkat dengan DBKP, adalah daftar yang memuat
data barang yang digunakan oleh masing-masing
kuasa pengguna.

Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah
daerah adalah pembakuan ruang kantor,
perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas
dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga
barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1
(satu) periode tertentu.

Pihak lain adalah pihak-pihak selain SKPD.

. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal (5)
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang

milik daerah yang berwenang dan bertanggung jawab

atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang

milik daerah.

jdih.pekalongankab.go.id



(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :

a.
b.

c
d
e
f.
g
h

Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
Kepala SKPD yang membidangi Pengelolaan Barang
Milik Daerah selaku Pembantu Pengelola;

. Kepala SKPD selaku Pengguna;
. Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna;
. Penyimpan Barang;

Pengurus Barang;

. Pembantu Penyimpan Barang; dan
. Pembantu Pengurus Barang.

3. Setelah ketentuan Pasal 6 frasa diubah menjadi sebagai
berikut :

Bagian Kedua
Pengelola Barang

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Tugas dan tanggung jawab Penyimpan Barang adalah:

a.

menerima, menyimpan dan menyalurkan barang

milik daerah;

. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan

barang yang diterima;

mencatat barang milik daerah yang diterima ke
dalam buku/kartu barang;

mengamankan barang milik daerah yang ada dalam
persediaan; dan

membuat laporan penerimaan, penyaluran dan
stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala
SKPD.

(2) Tugas dan tanggung jawab Pengurus Barang adalah:

a.

mencatat seluruh barang milik daerah yang berada
di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD
maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu
Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan
(KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk
Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan

barang milik daerah;

. melakukan pencatatan barang milik daerah yang

dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
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C.

d.

menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran
(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan
(LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan
yang berada di SKPD kepada pengelola; dan
menyiapkan usulan penghapusan barang milik
daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

(3) Tugas dan tanggung jawab Pembantu Penyimpan

Barang adalah :

a.

menerima, menyimpan dan menyalurkan barang

milik daerah;

. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan

barang yang diterima;

mencatat barang milik daerah yang diterima ke
dalam buku/kartu barang;

mengamankan barang milik daerah yang ada dalam
persediaan; dan

membuat laporan penerimaan, penyaluran dan
stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala
SKPD.

(4) Tugas dan tanggung jawab Pembantu Pengurus Barang
adalah:

a.

mencatat seluruh barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya yang berasal dari APBD
maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu
Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan
(KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk
Inventaris (BII);

. melakukan pencatatan barang milik daerah yang

dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
menyiapkan Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Kuasa
Pengguna  Tahunan (LBPT) serta Laporan
Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada dalam
penguasaannya kepada Pengelola Barang;

Membuat laporan setiap 6 (enam) bulan sekali yang
diketahui oleh Atasan Langsungnya, yaitu :

1. Laporan Mutasi Barang;

2. Daftar Mutasi Barang;

3. Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang; dan

4. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang.

menyiapkan daftar usulan penghapusan barang
milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan
lagi.
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5. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1(satu) ayat
yaitu ayat (5), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun
dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah
memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang
ada.

(2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik
daerah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran
SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada
dalam pemakaian.

(3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), berpedoman pada standarisasi sarana dan
prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati dan standar harga yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan dalam
menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah (RKPBMD).

(5) Rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana
kebutuhan  pemeliharaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan
Rencana APBD.

6. Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan tata cara sebagai berikut:

a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang
diterima kepada pengelola disertai dengan usul

penggunaannya; dan
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b. pengelola meneliti usul penggunaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, untuk ditetapkan status
penggunaannya.

(3) Daftar Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan
status penggunaanya pada masing-masing SKPD wajib
dijadikan Lampiran Berita Acara Serah Terima Jabatan
di masing-masing SKPD

. Pasal 32 ayat (3) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang
milik daerah setiap S5 (lima) tahun sekali untuk
menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris
beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.

(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus
barang milik daerah.

(3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(4) Sensus barang milik daerah dilaksanakan serentak
seluruh SKPD.

(5) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.

(6) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi
barang milik daerah.

(7) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan
konstruksi  dalam pengerjaan  dikecualikan  dari

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

. Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah dan setelah
ayat (5) ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (6) dan ayat
(7), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
APBD untuk memenuhi biaya
operasional /pemeliharaan/ perbaikan yang
diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
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b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui
tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-
kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk
kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan
penunjukan langsung;

c. besaran pembayaran  kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim
yang ditetapkan oleh Bupati; dan

d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke
kas daerah setiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian.

(2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan
pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD;

(3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan
pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan
pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga;

(4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama
pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan
barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama
pemanfaatan;

(5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30
(tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan
dapat diperpanjang.

(6) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang
milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur
tersebut di bawah ini :

a. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut,
sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan
stasiun kereta api;

b. Infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan
tol;

c. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran
pembawa air baku dan waduk/bendungan ;

d. Infrastruktur air minum meliputi bangunan
pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan
distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;

e. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah
air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama,
dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut

dan tempat pembuangan;
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10.

f. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan
telekomunikasi;

g. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit,
transmisi atau distribusi tenaga listrik; atau

h. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi
pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi,
dan distribusi minyak dan gas bumi.

(7) jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik
Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) paling lama 50 (lima puluh)
tahun sejak perjanjian ditandatangani.

. Pasal 64 ayat (1) serta penjelasannya diubah sehingga

Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 64

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dalam rangka pemanfaatan atau
pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang
ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan penilai
eksternal yang ditetapkan oleh Bupati;

(2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar
dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP);

(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 70 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 70
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

(1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak
lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik
daerah dimaksud:

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan
dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau

b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari
pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
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11.

12.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara
Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 73 ayat (3) huruf a diubah sehingga Pasal 73
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

(1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak
dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris
Barang Milik Daerah;

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai
ekonomis, dapat dilakukan melalui:

a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau,;
b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.

(4) Hasil penjualan lelang sebagaimana pada ayat (3)

huruf a, disetor ke kas Daerah.

Pasal 80 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah sehigga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

(1) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional

terdiri dari:
a. kendaraan dinas operasional; dan
b.kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

(2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a yang berumur S5 (lima) tahun lebih, dapat
dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan
dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dengan memperhatikan kondisi daerah.

(4) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar
inventaris barang milik daerah.

(5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui
pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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13. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 81

(1) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional
khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
80 ayat (1) huruf b, yang telah berumur 10 (sepuluh)
tahun lebih.

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, dilakukan
melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) sudah
ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu

kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Derah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 24 Pebruari 2014

BUPATI PEKALONGAN,
Ttd.
AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 24 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
Ttd.
SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014
NOMOR 2
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Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan,

P
Endang Murdiningrurri,' SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta
adanya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu dilakukan
perubahan.

Salah satu ketentuan pengaturan yang belum di atur secara khusus
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengenai Pembantu
Penyimpan Barang sebagai unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain  itu, terkait dengan mekanisme dan = prosedur
penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional terdapat
perbedaan pengaturan antara Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu mengenai batas usia
kendaraan dan mekanisme lelangnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dipandang perlu menyusun dan
mengatur kembali Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 5
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 12
Cukup jelas.
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Angka 5
Pasal 14
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 27
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 32
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 47
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 64
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penilai internal” adalah penilai
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan yang diangkat oleh Bupati yang diberi tugas,
wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian
secara independen.
Yang dimaksud dengan “penilai eksternal” adalah penilai
selain penilai internal yang mempunyai izin praktek
penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui
oleh Departemen Keuangan;
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 70
Ayat (1)
Huruf a
Yang termasuk tidak dapat digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan
antara lain dengan pertimbangan tidak layak secara
ekonomis atau mempunyai dampak berbahaya jika
dipertahankan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan” antara lain Undang-Undang
Kepabeanan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 73
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 80

Cukup jelas.
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Angka 13
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 36

20

jdih.pekalongankab.go.id





